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(RKA-K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

5. Ruang Lingkup Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mencakup:
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KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku pedoman ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Pedoman ini berhasil tersusun berkat
kerjasama dalam kelompok yang sangat baik, dan berkat bantuan dari pihak-

pihak lain yang senantiasa membantu kami.

Penulisan buku pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Kementerian/Lembaga ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan
hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, antara lain penetapan
nomenklatur Program yang telah ditetapkan dalam surat bersama Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan
B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Daftar
Program Kementerian/Lembaga TA 2021 dan sebagai pedoman pelaksanaan
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting/TM) antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka
penelaahan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga TA 2021. Buku ini juga
diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir
dalam melaksanakan penelaahan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga TA
2021 dapat lebih terarah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Buku pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Kementerian/Lembaga ini secara berkala akan direvisi sesuai dengan kebijakan
yang berlaku dan kondisi perkembangan. Penyusunan buku panduan ini
membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan
saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan

dimasa mendatang.



Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan dan

penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Juni 2020

a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas a.n. Menteri Keuangan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,

reformasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan. Reformasi
perencanaan dan penganggaran pertama kali diawali dengan reformasi
keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengamanatkan 3 pilar penganggaran, yaitu
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka
pengeluaran jangka menengah. Selain itu, belanja negara juga diwajibkan
untuk diterapkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi fungsi,
klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Penerapan
ketiga pilar anggaran dan ketiga klasifikasi anggaran secara bersama-sama
dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berkaitan dengan penganggaran terpadu, pada tahun 2005 sudah
dilakukan menggabungkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
Kerangka pengeluaran jangka menengah mulai dicantumkan dalam Nota
Keuangan dan RAPBN Tahun 2008. Sementara itu, penganggaran
berbasis kinerja secara bertahap sudah mulai diterapkan mulai tahun 2009
dan terus dilakukan penyempurnaan (lihat Boks Reformasi Penganggaran).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengubah
penganggaran dari input base menjadi output base, bukan sesuatu yang

mudah di Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi dari awal



penerapan hingga saat ini adalah berkaitan dengan rumusan Output,

kualitas Outfput, dan hubungan Output dengan Outfcome. Selain itu,

pengukuran kinerja penganggaran juga menjadi isu krusial lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dan terus dilakukan penyempurnaan

terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja, di antaranya adalah:

a. Kebijakan redesain Program dan Kegiatan yang dituangkan melalui
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2009, dimana
konsep Program melekat pada Unit Kerja Eselon | (satu) dan Kegiatan
melekat pada Unit Kerja Eselon Il (dua);

b. Implementasi konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam
rangka memperbaiki rumusan Output dan mengkaitkannya dengan
Outcome, sesuai dengan kerangka berpikir logis, yang diperkenalkan
pada tahun 2015;

c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, yang mengamanatkan perlunya peningkatan keterpaduan
pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif,
dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial (THIS), serta
dalam rangka mewujudkan implementasi dari money follow Program.
Selain itu, kualitas perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan
terutama untuk menjaga efisiensi dan efektivitas belanja negara
sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Setiap rupiah
yang dikeluarkan/dibelanjakan harus memberikan dampak yang nyata
bagi masyarakat (value for money). Selain itu, terdapat amanat untuk
menggabungkan konsep ADIK ke dalam penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga) melalui suatu
sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik,
yang kemudian dituangkan menjadi Sistem Informasi KRISNA. Selain itu,

penelaahan di dalam konsep ADIK juga diadaptasi ke dalam penelaahan
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Renja Kementerian/Lembaga, yang sebelumnya tidak dikenal dalam
tahapan penyusunan Renja Kementerian/Lembaga. Penelaahan Renja
Kementerian/Lembaga dilakukan untuk menghasilkan referensi kinerja
penganggaran untuk penyusunan RKA-Kementerian/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 juga memperkenalkan

penerapan konsep Money Follow Program. Sesuai amanat PP No. 17

Tahun 2017 pada Pasal 3, menyebutkan perlunya peningkatan

keterpaduan pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik,

Holistik, Integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial

(THIS), serta dalam rangka mewujudkan implementasi dari money follow

Program. Namun demikian, setelah dilakukan pengamatan dan evaluasi di

ditemukan kendala-kendala sebagai berikut, antara lain:

a. Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan belanja daerah saat
ini, sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal;

b. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit untuk
dikonsolidasikan;

c. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah Program
tidak terlihat dan bersifat normatif; dan

d. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang
tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

e. Berkaitan dengan informasi kinerja yang sulit dipahami publik,
penerapan konsep ADIK juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
rumusan output. Selain itu, dengan penerapan konsep ADIK, diharapkan
jumlah Qutput menjadi berkurang, dengan kualitas yang semakin
meningkat. Namun kondisi sebaliknya yang terjadi. Mengingat masing-
masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk menunjukkan
keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-output
kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang

diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut.
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1.2

Hal-hal  tersebut mendorong disusunnya Redesain  Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, yang diharapkan dapat menjawab
kelemahan atas reformasi yang sudah dikembangkan dan diterapkan
sebelumnya, khususnya penyempurnaan pada rumusan Kegiatan dan

keluaran.

Tujuan
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Kementerian/Lembaga bertujuan untuk:

1. Mewujudkan implementasi kebijakan money follow Program;

2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;

3. Meningkatkan  konvergensi  Program  dan Kegiatan  antar
Kementerian/Lembaga dalam konteks perencanaan THIS, sehingga
mengurangi terjadinya tumpang tindih Program dan Kegiatan antar
Kementerian/Lembaga;

4. Meningkatkan keselarasan rumusan Program dan Kegiatan antara
dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;

5. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang
mudah dipahami oleh publik;

6. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan value for money
dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;

7. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga (level
Pemerintah Pusat) dan belanja Pusat-Daerah.

8. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden,
Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan,
Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Daerah;

9. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan,

Keluatan (Output) Kegiatan yang mencerminkan “real work” (konkret).



1.3 Manfaat

1.4

Manfaat redesain sistem perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1

Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan,

output dan outcome.

. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon | dalam mencapai sasaran

pembangunan.

. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih

optimal.

. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem Informasi yang dapat

mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan

nasional.

. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan

akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian/ Lembaga.

. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden

dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta

Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran

(Output) yang mencerminkan “real work (eye catching)”.

. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar Kegiatan

dan Output Program.

Dasar Hukum

Dasar hukum redesain sistem perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
Kementerian/ Lembaga;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran.

1.5 Acuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mengacu pada:

1. 5 (Lima) Fokus Prioritas Pembangunan 2020 — 2024 yang disampaikan

dalam Pidato Pelantikan Presiden, yang terdiri atas:

a.

b
6.
d

Pembangunan SDM;
Pembangunan Infrastruktur;
Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi;

Penyederhanaan Birokrasi; dan



e. Transformasi Ekonomi;
2. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN 2020 -
2024, yang terdiri atas:
a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vyang
berkualitas;
b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang
dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
f.  membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim; dan
g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.
3. Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sesuai rumusan dalam
Kabinet Maju, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kementerian Negara, serta peraturan perundang-undangan lain

mengenai struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga.

1.6 Implikasi
Implikasi atas Redesain Sistem Perencanaan dan Pengangggaran

adalah

a. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon |, tetapi lebih
mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, serta dirumuskan
oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan
berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait.

b. Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang

ingin dicapai Secara Nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat



lintas Kementerian/Lembaga atau lintas unit eselon [, maka rumusan
Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya
dalam mewujudkan sasaran Program dimaksud.

c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit
Kerja Eselon Il (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari
Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang
dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka
mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat bersifat lintas Unit
Kerja Eselon Il (dua) dalam Unit Kerja Eselon | (satu) yang sama atau
lintas Unit Kerja Eselon | (satu) dalam Kementerian/Lembaga yang
sama.

d. Keluaran (Output) Kegiatan harus mencerminkan “real work” atau “eye
catching”, merupakan produk akhir dari pelaksaan Kegiatan. Rumusan
ouput dibedakan menjadi: Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian
Output/RO.

1.7 Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam buku pedoman RSP ini meliputi:

1. Redesain Program Kementerian/Lembaga;
2. Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga; dan

3. Redesain Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga.



